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a Besar yang memeriksa dan mengadili
flama dalam sidang Majelis Hakim telah

ut dalam perkara Cerai Talak antara:

di Dusun Meno RT.02 RW.04 Desa Rhee Loka Kecamatan
Rhee Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30
November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1055/Pdt.G/2018/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari Tahun 2017 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai
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u Kutipan Akta nikah No : 003/003/1/2017,

emohon dengan Termohon tinggal dirumah
Rhee Beru, RT.004/RW.002, Desa Rhee,
umbawa selama lebih kurang 1 Tahun,
ohon sendiri di Dusun Meno, RT. 002 /
ecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa,
sdmpai bulan Nopember tahun 2018.

dahtara Pemohon dengan Termohon telah

aknya suami istri dan belum dikaruniai

Ialu cemburu yang berlebihan tanpa alas an yang jelas.
ermohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak
menghargai Pemohon sebagai suaminya.
c¢. Termohon Pernah meminta untuk diceraikan dalam setiap bertengkar.
d. Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata yang
menyinggung perasaan Pemohon.
e. Termohon ada pria lain /selingkuh.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan
Nopember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon
telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
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melanggar norma hukum dan norma agama
an jalan terakhir bagi Pemohon untuk
antara Pemohon dengan Termohon.

seluruh biaya yang timbul akibat perkara

di atas, Pemohon mohon agar Ketua
3@sar segera memeriksa dan mengadili

putusan yang amarnya berbunyi :

on datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;
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an dalil-dalii permohonannya, Pemohon

saksi-saksi sebagai berikut :

duk Nomor 5204210801690001, Tanggal
nama Penggugat yang dikleurakan oleh
dukan dan Catatan Sipil Kabupaten
dip, dengan Nazagelen dari Kantor pos
aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua
ditandai P1;

ah dari KUA Kecamatan Rhee Kabupaten
003/003/1/2017  Tanggal 20 Januari
dengan Nazagelen dari Kantor pos setelah
aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis
fijandai P2;

, umur 46 tahun, agama Islam,

, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Meno

RW.04 Desa Rhee Loka Kabupaten SUmbawa, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
Sah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di
rumah Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis namun sejak bulan Nopember Tahun 2018 tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak

emohon ;

dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

per Tahun 2018 dan selama perpisahan

ohon dan Termohon sudah tidak saling

-masing sebagai suami istri;

gaha untuk mendamaikan Pemohon dan

bli tetapi tidak berhasil;

k sanggup merukunkan mereka, karena

h untuk mentalak Termohon;

, umur 31 tahun, agama Islam,
q:lq;’ Sgjaan petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.09

QAQLIAG

7

gffkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah
aksfkenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
etangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
Sah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di
rumah Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis namun sejak bulan Nopember Tahun 2018 tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa
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ing mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak
Pemohon ;

sanggup merukunkan mereka, karena

ntuk mentalak Termohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
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atakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan

aflena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
punyai alasan serta tidak bertentangan
n ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
sa dan diputus secara verstek;

pokok Pemohon mengajukan permohonan
lu cemburu yang berlebihan tanpa alasan

arkan kata-kata kasar serta tidak mau

Kara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 yang merupakan akta otentik,
serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri
dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu
alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam
perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan
Agama Sumbawa Besar memeriksa dan memutus perkara aquo dan
berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti tertulis P.1, Pemohon
adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa

Besar, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan
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cukup, telah dicap pos (nhazegelen) dan
bukti tersebut telah memenuhi syarat

gkan bahwa Pemohon telah menikah

a Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Mauluddin dan Saparuddin bin Ismail, keduanya telah
erikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari Tahun 2017 Pemohon dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
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san Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten
yata dalam Buku Kutipan Akta nikah No :
ari 2017.

ara Pemohon dengan Termohon tinggal
il Dusun Rhee Beru, RT.004/RW.002, Desa

paten Sumbawa selama lebih kurang 1

av

O
=

=

aY
D

hh Pemohon sendiri di Dusun Meno, RT.
Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa,

a

pai bulan Nopember tahun 2018.

 — —— l-—‘f—‘:

antara Pemohon dengan Termohon telah

£

knya suami istri dan belum dikaruniai anak.
Awal bulan Pebruari tahun 2017, kehidupan

g jelas. Dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari
Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Termohon
sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata yang menyinggung
perasaan Pemohon.

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan
Nopember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon
telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
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ami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
erlangsung sekitar kurang lebih 02 bulan,
bali rukun karena keduanya sudah tidak
emohon telah berketetapan hati untuk
tentunya rumah tangga seperti itu sudah
ealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-
t@ntang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga
rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi
rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah
ak dan kewajibannya masing-masing, yang mana
gga diadakan;

, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

ode groww all oo Ml lgo e ylg
Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat *“.
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Kan talak kepadanya;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan
cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan: salah
satunya bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon terlalu
cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan
kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya
Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 02 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan
Pemohon ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon sering
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drjadi pisah tempat tinggal selama kurang
ang, dan selama pisah antara Pemohon

unikasi apalagi menjalankan kewajiban

berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa
cekcok berselisih dan bertengkar yang
alu cemburu yang berlebihan tanpa alasan
arkan kata-kata kasar serta tidak mau
akibatnya Pemohon dan Termohon telah
elama kurang lebih 02 (dua) bulan sampai
on dan Termohon tidak saling mempedulikan
lain, sedangkan Majelis Majelis Hakim telah
rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan
namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah
Ketetapan hati (‘azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Dengan demikian permohonan Pemohon untuk
bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon
sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada waktu yang akan ditentukan

kemudian;
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karena Pemohon belum pernah bercerai
ang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah
ami isteri sudah dalam keadaan bakda
gan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum
dleh Pemohon adalah talak raj’i ;

an pertimbangan-pertimbangan tersebut
yang benar dan siapa yang salah, maka
perkara ini dianggap telah memenuhi
aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hukum Islam, atau setidak-tidaknya

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat
pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
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on untuk membayar biaya perkara ini
ratus sebelas ribu rupiah ).

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
) ari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi
'q“;! 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh

C ﬁl \“13‘
_ b gfua Majelis, [N -

¢
A R
masing-masing sebagai Hakim

f diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
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